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TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan

pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
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. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka

norhiin Aitetanl-an denaan Kenunituiaan Ketita KWamici Damilihan
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Umum Kabupaten Pasangkayu;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

(T amharan Neanra DRanunithlily ITndanecia Tahiuiinm 1000 Namar 75
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
2002 Namar

K_r_\r\_l_pg.i {I emhbharan Negara Rg}'_\uhlil: Indanesia Tahun
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindal: Pidana Korupei {Iembaran MNegara Republilk Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemherantacan Tindal Pidana Karunei [([ITemharan Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Rgpuhlilf Indanesia Tahun 2002 Namaor 137 Tamhahan emharan

Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Noamaor 20 Tahun 2007 tentano Wamici Pemberantacan Tindal:
Naomar Zfl Tahnn JLKL/ tentang Katniet -

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

IIndana lindanag Namarh Tahun 014 tentanae Anavatue Qingl
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-UndangNomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Iembaran Negara Remublili Indenesia Tahun 2017 Nomer 1283,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indanecia Tahun 2008 Namaor 12‘2};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah ‘Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik

Indanegia Tahun 2016 Nomar ]._Q@}.;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
Peraturan Komiei Pemilihan Ulmum Momer 2 Tohun 2010 tentans
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah beherana kali diuhah terakhir demgan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan UUmum Provinei dan Kamici Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
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Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi



Pemilihban Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomar 1236}

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Tinolunoan Komisi Pemilihan [Tmum Pravinel dan Kamici Pemilihan
Lwmglungarn lcarmagr - Ll Prey E

Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ! KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN
ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap
cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Adapun fungsi Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021
yaitu :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di
Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS

2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan atau UPG
KPU dalam hal pencegahan Gratifkasi di Lingkungan KPU, PPK,
PPS dan KDPDE,

3. Menerima laporan penerimaan gratifkasi

4, Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi

5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek
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pelaporan penetd
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan
Gratifikasi dalam bentuk makanan barang yang mudah rusak

atau busuk

]
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KPU, PPK,PPS dan KPPS kepada UPG Provinsi setiap kali

menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi




KEEMPAT

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi
dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK,
PPK PPS dan KPPR

9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan
tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang
perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi
dan KPPS

10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG

dan/atan nenvetaran Gratifikasi dilinekungan KPII PPK PPS
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: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 22 Oktober 2021




LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 092/HK.U3.1/7601/2021
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2021

=

JABATAN
NO NAMA JABATAN DALAM KETERANGAN
TIM
1 2 3 4 5 |
1 Ketua KPIT Kah ‘
SYAHRAN AHMAD Pengarah
Pasangkayu
i
2 | ALAMSYAH auggota KL kel Pengarah
Pasangkayu
j Anggota KPU Kab
3 | HENRIANSYAH o : Pengarah
Pasangkayu
4 | SYAHARUDIN augeot K4 Kah, Pengarah
Pasangkayu
1 TTATIT WILIANWAAT Y OT TT W | . dme TZIVET TS 1l
5 TIMINI L WOUULY JU LT m:.ggum N o mau. P h
JUNIOR Pasangkayu chgara
6 | RAHMAT, S.Pd.I Pelretarls KUU Xab, Ketua
Pasangkayu
Kepaa Suo Dagian
7 o MELKISEDEK’ Hukum KPU Kab. Sekretaris
S.Kom, M.Si
Pasangkayu
Kepala Sub Bagian
§ | KIRAMARN, S.Kon REuangan, UmMmi Qe | o
i Logistik KPU SR
Kab.Pasangkayu
Kepala Sub Bagian
9 | HAMKA, SE . ngra@'.m%;. . Anggota
UTEAIISAS]E UddIl DLJIVE
KPU Kab. Pasangkayu
MUNAWIR MUHAMMAD, Kepala Sub Bagian
10 S.Sos Teknis dan Hupmas Anggota
’ KPU Kabh. Pasangkayu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,




